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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

L

Kedudukan PJTKI adalah sebagai penyalur tenaga kerja yang mana
haknya adalah mendapatkan kompensasi berupa pembayaran dari calon
TKI yang diberangkatkan dan disisi lain mendapatkan kompensasi dari job
order yang diterimanya.

Bentuk dari perjanjian terbagi atas dua yaitu perjanjian penempatan yang
ditandatangani oleh calon TKI dan PJTKI yang bertujuan untuk
memberikan kepastian terhadap penempatan kerja dari calon TKI namun
dalam hal ini perjanjian penempatan tidak digunakan oleh PT. Bijak dan
yang kedua adalah perjanjian kontrak kerja bersama yang ditandatangani
oleh calon TKI dengan pengguna jasa di Luar Negen.

Perlindungan hukum terhadap TKI secara sosiologis masih sangat kurang
dimana masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh TKI
baik dari masa pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan yang

sangat merugikan TKI.



